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ABSTRAK

Pelestarian dan perlindungan hukum cagar budaya merupakan sebuah
langkah nyata pemerintah dalam upaya melestarikan dan menjaga nilai-nilai
sejarah dari kerusakan apapun, termasuk ancaman pemukiman penduduk. Salah
satu bangunan cagar budaya di Yogyakarta yang terancam keberadaannya adalah
Taman Sari. Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2015, telah disebutkan secara
eksplisit bahwa yang memiliki kewenangan adalah BPCB. Namun, acap Kali
dalam proses pelaksanaan diiringi sebuah kekhawatiran. Apakah peran yang
dilaksanakan BPCB telah sesuai dengan Permendikbud No 30 Tahun 2015?
Bagaimana langkah BPCB dalam upaya melestarikan cagar budaya Taman Sari
merupakan pertanyaan penting, dan sekaligus menjadi pembahasan utama dalam
penelitian ini.

Pertanyaan diatas akan dijawab melalui pendekatan penelitian Yuridis-
empiris yaitu menganalisa konsep normatif perundang-undangan yakni
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 dan mengkaji kondisi faktual yang ada di
Taman Sari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa studi lapangan
dengan cara melakukan wawancara secara langsung di kantor BPCB Yogyakarta
dan juga studi kepustakaan dengan cara merujuk buku-buku yang berkaitan
dengan materi penelitian. Selanjutnya, untuk melihat peran BPCB Yogyakarta
dalam Permendikbud No 30 Tahun 2015, penelitian ini akan menggunakan teori
nomokrasi Islam dan sistem hukum.

Setelah dilakukan penelitian, bahwa dalam upaya pelestarian cagar budaya
Taman Sari masih belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015.
Misalnya, dari struktur hukum belum ada keseriusan pihak BPCB Yogyakarta
dalam upaya pelestarian. Ditambah lagi, dengan budaya hukum masyarakat
sekitar bangunan Taman Sari yang belum memiliki kesadaran untuk ikut
berpartisipasi dalam upaya pelestarian semakin memperparah kondisi bangunan
yang ada. Serta, nomokrasi Islam juga belum melihat adanya pola koordinasi yang
baik antar institusi pengelola cagar budaya terkait.

Keyword: Pelestarian cagar budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, sistem
hukum, Nomokrasi Islam.
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MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula)
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu
tidak mengetahui.” (QS. Al Bagarah: 216).

Bila kamu tak tahan penatnya menuntut ilmu,
Maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.
(Imam Syafi’i)
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penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI
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PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI TERHADAP PELESTARIAN
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Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal
Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif - Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta T Te
& Sa’ S Es (dengan titik di atas)
c Jim J Je
d Ha’ h Ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha’ Kh Ka dan ha
4 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J Za’ Z Zet
o Sin S Es
i Syin Sy Es dan ye
ol Sad S Es (dengan titik di
bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b} 73 Z zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& Gain G Ge
o Fa’ F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Niin N En
3 Wawu W We
2 Ha H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof tetapi lambang
ini tidak dipergunakan
untuk hamzah di awal kata
] Y& Y Ye
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
Skt Ditulis Muta’addidah
S Ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
dasa Ditulis Hikmah
ae Ditulis ‘illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.
sl o) dal s Ditulis Karimah al-auliyd’
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t atau h
il 318 Ditulis Zakah al-fitri
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Vokal pendek
Fathah ditulis a,kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
Contoh : s> ditulis jalasa

i ditulis syariba

= ditulis buniya

Vokal panjang

A panjang ditulis &, i panjang ditulis i, u panjang ditulis 1, masing-masing

dengan tanda hubung (.) di atasnya.
Contoh : 4lals ditulis jahilyyah

=8 ditulis furad
i ditulis tansa

Vokal rangkap

Fathah + ya’ matiditulisai.

Contoh : ¢ ditulis baina

Fathah + wawu mati ditulis au.

Contoh : J& ditulis gaul

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
dengan apostrof (‘)

Contoh : 3l ditulisa ‘izu

Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf gamariyyah maka ditulis al-

Contoh : 4.3l ditulis al-madrasah
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Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf | diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.

Contoh : ¢l ditulis as-sama’

Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : 43X ditulis muhammadiyyah

Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : «W'sl &40 S ditulis kar&mah al-auliya’

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.
Contoh : ¢aai’yl 2GA ditulis khulafé urrasyidin

Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki
keragaman suku, ras, etnis, agama, dan budaya. Multikultural berfungsi
sebagai pembeda kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain.
Lawrence mengungkapkan bahwa "Multiculturalisme” adalah filsafat
pluralisme yang paling populer di Barat, yang tidak hanya bertujuan untuk
mengatur bidang pendidikan, tetapi juga tentang pluralitas internal
masyarakat secara lebih umum.! Kondisi masyarakat yang majemuk ini,
dibingkai ke dalam falsafah bangsa, yakni Pancasila. Selanjutnya
direkatkan kemajemukannya dengan semboyan Bineka Tunggal Ika
“berbeda-beda tetap satu jua”.

Indonesia juga bisa disebut negara budaya®, karena dalam sejarah
memiliki kekayaan adat istiadat dan budaya yang sangat kental ( basic of
culture). Hal itu bisa dilihat, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, Hindu
dan Buddha pada masa lampau, jauh sebelum tercetusnya kemerdekaan di
bumi nusantara. Bahkan tidak hanya itu, kerajaan-kerajaan tersebut
mendirikan sebuah bangunan sebagai simbolik klaim kekuasaan atas

kerajaan yang lain, ataupun masyarakat pribumi. Namun, seiring

! Lawrence Blum, Three Educational Values For A Multicultural Society: Difference
Recognition, National Cohesion, Equality, him 1.

2 Indonesia kaya akan budaya-budaya yang beraneka ragam, setiap daerah di Indonesia
pasti mempunyai budaya sendiri, seperti: Karapan sapi (Madura), Reog (Ponorogo), Ondel-ondel
(Betawi), Ludruk (Jawa timur), Wayang (Jawa tengah), dll. Lihat: http://www.kompasiana.com.
diakses pada tanggal 12 September 2017.


http://www.kompasiana.com/www.kompasiana.qurrotulaini.com/kaya-akan-adat%20istiadat%20dan%20kebudayaan-itulah-indonesia_54f83899a333112b5e8b4802

perkembangan zaman pada akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut runtuh
sehingga hanya meninggalkan sebuah situs (candi) serta bangunan-
bangunan lain, yang kemudian menjadi sebuah warisan budaya dan cagar
budaya. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan.

Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia wajib menjaga kelestarian
kebudayaan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Disampaikan
dalam pasal 32 yaitu :*

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dalam hal ini, ranah kajian sebuah pelestarian cagar budaya meliputi
kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di
darat dan air. Seperti yang tercantum dalam amanat Undang-undang No.
11 tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya.”

Salah satunya, Yogyakarta adalah kota kaya budaya dengan sumber
budaya yang sangat baik. Oleh sebab itu, Yogyakarta harus mengelola aset
dengan perencanaan jangka panjang untuk menjaganya. Ada proses
perencanaan yang sangat unik karena kombinasi pendekatan politis,
tekNokratik, partisipatif, top down dan bottom up.’Sehingga, dalam upaya
pelestarian warisan budaya dan cagar budaya tidak cukup hanya
mengandalkan stakeholder dari unsur pemerintahan (top down), tetapi

kesadaran seluruh elemen lapisan masyarakat (bottom up) juga

* Undang-Undang Dasar 1945.

* Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan
nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Lihat pasal 1.

® Suryanti, Sumartono, Hermawan, Culture Development Planning in the Special Region of
Yogyakarta (Management Planning of Cultural Heritage in Kotagede District based on
Community Empowerment Conservation Model), him 120.



memberikan kontribusi yang tidak kalah besar terhadap keberlangsungan
pelestarian cagar budaya.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012
menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya
dan Cagar Budaya mempunyai kewajiban:®

a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan
ruang geografis yang diduga Cagar Budaya,

b. mencatatkan objek yang diduga warisan budaya,

c. menjaga kelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya,

d. memelihara dan mengamankan Warisan Budaya dan Cagar
Budaya,

e. menyelamatkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya apabila terjadi
keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau,

f. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan
Warisan Budaya dan Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di
bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau
instansi terkait.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang yang
mempunyai identitas ke-pendudukan di wilayah Yogyakarta diwajibkan

untuk mampu menjaga, melestarikan, memelihara, dan mengamankan

® peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar
Budaya.



segala bentuk warisan budaya yang berupa cagar budaya dari ancaman
kerusakan apapun.

Dalam konteks ini, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta menjadi aktor central, sekaligus garda terdepan dalam
mengelola warisan budaya dan cagar budaya. Mengingat dalam Pasal 3
Permendikbud No 30 Tahun 2015, BPCB mempunyai fungsi yang di
antaranya adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi,
pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi,
pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang
diduga cagar budaya.’

Yogyakarta mempunyai berbagai macam potensi dan kawasan cagar
budaya. Pada saat ini, eksistensi kawasan cagar budaya itu kondisinya
menyatu dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus tumbuh,
berkembang, dan berubah-ubah. Beberapa kawasan cagar budaya di
Yogyakarta terus mengalami ancaman serius, contoh konkretnya adalah
cagar budaya Taman Sari. Disebabkan kondisi lingkungan yang
mengalami perkembangan cepat pemukiman penduduk. Hal tersebut
mengakibatkan benturan kepentingan, khususnya dalam pemanfaatan
ruang kawasan cagar budaya.®

Benturan kepentingan itu bisa dilihat dari banyaknya bangunan

bersejarah yang ada di Keraton Yogyakarta terdesak oleh pemukiman

" Permendikbud No 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelestarian
Cagar Budaya. Lihat Pasal 3.

® Eka Hadiyanta, Kawasan Cagar Budaya Di Yogyakarta: Citra, Identitas, dan Branding
Ruang, Jurnal Widya Prabha, him 3.



penduduk. Bahkan, ada bangunan bersejarah yang hilang (tergusur).
Artinya, kesadaran penduduk untuk menjaga cagar budaya ini kalah oleh
desakan mencari hunian.® Salah satu cagar budaya yang tidak terpisahkan
dari pemukiman penduduk adalah Taman Sari.*°

Situs cagar budaya Taman Sari Yogyakarta mempunyai 4
kompleks.'* Saat ini, luas istana air Taman Sari sudah berkurang drastis
karena beberapa kompleksnya telah dijadikan pemukiman penduduk.
Selanjutnya, untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada, penelitian
ini menggunakan teori sistem hukum. Friedman dalam konsep sistem
hukum menjelaskan bahwa suatu produk hukum dapat bergerak efektif
apabila ketiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan
budaya hukum, saling terhubung satu dengan yang lain.*?

Sementara itu, jika dilihat dari term ke-Islaman terdapat sebuah
prinsip penting yang bisa menjadi acuan BPCB Yogyakarta dalam
melaksanakan tugasnya. Salah satu prinsip tersebut termaktub dalam

kaidah fikih:

° http://jogja.tribunnews.com/2015/09/17/cagar-budaya-terus-tergusur permukiman?page
=2. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

1% Taman sari Yogyakarta adalah taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta yang sudah
lama tak digunakan. Kini, tempat ini menjadi lokasi wisata yang biasa dikunjungi oleh turis asing
maupun lokal. Di dalamnya, terdapat dua kolam besar yang dipisahkan oleh satu jembatan yang
dihiasi dengan beberapa pot tanaman. Di bagian kanan terdapat kanal air dan bangunan tingkat tiga
yang biasa digunakan oleh sang sultan. Lihat https://www.merdeka.com/gaya/di-balik-tembok-
pemandian-taman-sari-yogyakarta.html. Diakses pada 18 Agustus 2017.

" Dari keempat kompleks yang ada di Taman sari Yogyakarta, hanya Pemandian Umbul
Binangun saja yang masih dalam keadaan utuh. Sedangkan tiga bagian yang lain, sudah menjadi
perkampungan penduduk yang dulunya merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta. Lihat
http://universityhoteljogja.com/2017/05/26/taman-sari-jogja/, diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

12 |Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: NusaMedia,
2013), him 17.


http://jogja.tribunnews.com/2015/09/17/cagar-budaya-terus-tergusur%20permukiman?page%20=2
http://jogja.tribunnews.com/2015/09/17/cagar-budaya-terus-tergusur%20permukiman?page%20=2
https://www.merdeka.com/gaya/di-balik-tembok-pemandian-taman-sari-yogyakarta.html
https://www.merdeka.com/gaya/di-balik-tembok-pemandian-taman-sari-yogyakarta.html
http://universityhoteljogja.com/2017/05/26/taman-sari-jogja/
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“kemashlahatan umum didahulukan atas kemashlahatan yang
khusus ”.

acuan kaidah fikih tersebut berguna bagi BPCB Yogyakarta dalam

menghasilkan sebuah kebijakan yang efektif dan optimal berdasarkan
syari’at.

Berangkat dari latar belakang di atas. Maka, menjadi sangat penting

bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul

*“IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2015 OLEH

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) YOGYAKARTA

(Studi terhadap Pelestarian Situs Cagar Budaya Taman Sari).” Mengingat
begitu banyak situs cagar budaya yang ada di Yogyakarta dan Instansi
pengelolanya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis membatasi pada
(Peran BPCB Yogyakarta dalam mengelola situs Cagar Budaya Taman

Sari).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang permasalahan yang
penyusun sampaikan di atas. Maka, penyusun merumuskan permasalahan
yang dapat dijadikan pokok kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya
oleh BPCB Yogyakarta dalam pelestarian situs cagar budaya Taman
Sari di lihat dari Perspektif Sistem Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut,
penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan
dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar

Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam upaya pelestarian cagar
budaya Taman Sari perspektif sistem hukum.

b. Untuk mengetahui aplikasi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No 30 Tahun 2015 olen BPCB Yogyakarta dalam
melestarikan cagar budaya Taman Sari.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis: Dari hasil penelitian ini akan menghasilkan

konsep ilmiah yang selanjutnya akan menjadi sumbangan

pemikiran dalam bidang hukum tata negara (siyasah). Khususnya



hukum yang mengatur tentang pelestarian warisan budaya dan

cagar budaya.

b. Manfaat Praktis :

1) Memberikan rekomendasi (output) bagi pemerintah terkait,
khususnya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta agar selanjutnya mampu melaksanakan perannya
dengan optimal.

2) Sebagai kajian bagi kaum akademisi pada umumnya dan
khususnya yang mempelajari ke-wenangan aparatur negara dan
untuk mempelajari nilai-nilai sejarah warisan budaya dan cagar
budaya bagi kalangan umum untuk menambah khasanah ilmu
pengetahuan dan wawasan.

3) Sebagai karya skripsi guna mendapatkan gelar sarjana hukum
dari fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka
Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah untuk mencari
sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan
untuk mengetahui sampai di mana ilmu terhubung dengan penelitian yang
telah berkembang. Serta untuk mendapat kesimpulan dan generalisasi

yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh.*®

13 Nazir Moh, Metode Penelitian, Bogor: (Ghalia Indonesia, 2005), him. 93.



Sehubungan dengan itu, dari telaah pustaka yang peneliti susun,
sejauh ini belum ada dan belum ditemukan sebuah kajian karya tulis
ataupun penelitian yang sama dengan apa yang akan peneliti susun.
Adapun demikian, ada sejumlah karya penelitian maupun skripsi yang
mengambil topik kajian hampir sama, akan tetapi menggunakan metode
kajian yang berbeda. Karya penelitian maupun skripsi tersebut antara lain :

Pertama, Skripsi karya Wahid Abdur Rokhim dari Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan
Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian
warisan budaya dan cagar budaya (Studi terhadap Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya)”.** Pada skripsi yang
ditulis oleh Wahid Abdur Rokhim ini yang menjadi fokus pokok kajian
adalah Peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan
Olahraga dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang berada
di seluruh (Universal) kawasan Yogyakarta. Perbedaan mendasar skripsi
yang ditulis oleh Wahid Abdur Rokhim dengan penelitian yang dilakukan
oleh penyusun terletak pada ke-wenangan Institusi Pemerintah terkait.
Pada skripsi yang disusun oleh Wahid Abdur Rokhim secara luas
membahas selurus warisan budaya dan cagar budaya yang ada di

Yogyakarta khususnya di kabupaten Kulon Progo, dan juga perbedaan ke-

% Wahid Abdur Rokhim, Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten
Kulon Progo dalam Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya (Studi terhadap Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan
Budaya dan Cagar Budaya, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.



wenangan. Dalam hal ini adalah peran yang dilakukan Dinas Kebudayaan
Pariwisata dan Olahraga di kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, penelitian
yang hendak dilakukan penyusun yakni Peran Balai Pelestarian Cagar
Budaya (BPCB) Yogyakarta yang langsung berada di bawah payung
hukum Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun
2015. Serta secara spesifik membahas satu kawasan warisan budaya yang
menjadi cagar budaya yaitu situs Taman Sari.

Kedua, Karya tesis yang ditulis Yoki Imam Subekti dari
Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “Perkembangan Taman
Sari sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kota Yogyakarta™.> Pada
tesis yang ditulis Yoki Imam Subekti tersebut mempunyai kesamaan
obyek kajian dengan penelitian yang dilakukan penyusun yakni situs
warisan budaya Taman Sari. Pada karya tesis Yoki Imam Subekti yang
menjadi pokok pembahasan adalah mengenai perubahan tata guna kelola
lahan kawasan jeron benteng khususnya Taman Sari. Kemudian juga
persepsi dan preferensi masyarakat lokal terhadap pengembangan Taman
Sari sebagai kawasan konservasi dan pariwisata. Namun demikian,
terdapat perbedaan yang sangat fundamental terhadap penelitian yang akan
dilakukan oleh penyusun yaitu lebih spesifik menjelaskan mengenai peran
yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta

selaku Institusi pengelola cagar budaya. Ditambah lagi, Peraturan Menteri

> Yoki Imam Subekti, Perkembangan Taman sari sebagai kawasan konservasi dan
pariwisata kota Yogyakarta, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
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No. 30 Tahun 2015 menjadi acuan yuridis (legal standing) terhadap peran
yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Yeti Yudianti dan Sugi Rahayu
yang berjudul “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota
Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat
(Community Based Tourism)”.*® Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Yeti Yudianti dan Sugi Rahayu tersebut hampir mempunyai kesamaan
subyek penelitian yakni mengenai peran, namun yang menjadi pokok
kajian dari penelitian tersebut adalah peran Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis
masyarakat (community based tourism). Sedangkan perbedaan mendasar
dengan penelitian yang hendak penyusun tulis terdapat dalam kewenangan
institusi. Dalam hal ini, yang menjadi fokus kajian penyusun adalah Peran
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam melestarikan
situs warisan budaya khususnya Taman Sari sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta.

Keempat, Karya tesis yang ditulis oleh Pujihastuti dari Universitas
Diponegoro Semarang dengan judul “Faktor-faktor penyebab pelanggaran
aturan pembangunan permukiman di kawasan Taman Sari Yogyakarta”.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang hendak

18 pyjihastuti, Faktor-faktor penyebab pelanggaran aturan pembangunan permukiman di
kawasan Taman sari Yogyakarta, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2003.
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penyusun teliti yakni pada tesis yang ditulis Pujihastuti tersebut yang
menjadi pokok pembahasan adalah mengenai faktor-faktor penyebab
pelanggaran pembangunan pemukiman di kawasan Taman Sari
Yogyakarta. Di antaranya adalah pelanggaran pembangunan pemukiman
terhadap aturan Magersari, terhadap aturan Pemerintah Daerah, terhadap
aturan pelestarian cagar budaya yang ada di kawasan Taman Sari.
Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan yang menjadi pokok
kajian adalah menganalisis peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta yang ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Khalid Rosyadi, Mochamad
Rozikin dan Trisnawati dari Universitas Brawijaya Malang dengan judul
“Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud
Penyelenggaraan Urusan Wajib  Pemerintahan Daerah (Studi pada
Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit =~ Kecamatan Trowulan
Kabupaten Mojokerto)."” Dari penelitian yang dilakukan oleh Khalid
Rosyadi, Mochamad Rozikin dan Trisnawati juga hampir sama dengan
penelitian yang akan penyusun buat yaitu mengenai pelestarian cagar
budaya dan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian tersebut

adalah pengelolaan dan pelestarian situs Majapahit Trowulan yang ada di

7 Khalid Rosyadi dkk, Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai
Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan
Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Volume 2, No 5, Hal
830-836, IImu Pemerintah Universitas Brawijaya.
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kabupaten Mojokerto dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan
dan pelestarian pada situs Majapahit Trowulan terutama dari pihak
pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan mendasar dengan penelitian
yang akan penyusun buat yaitu lebih spesifik sesuai dengan acuan yuridis
Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Khususnya BPCB yang ada di
kantor wilayah Yogyakarta.

Dari pemaparan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah
didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun secara garis besar
sama Yyaitu mengenai warisan budaya dan cagar budaya. Namun, terdapat
banyak perbedaan yang mendasar dalam hal pengkajiannya yang dalam
hal ini adalah metode pendekatan maupun teori yang digunakan dan obyek
penelitian. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, mungkin hanya itu
penelitian yang hampir sama dengan yang akan penyusun buat. Meskipun
tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian-penelitian yang lain
yang belum di ke-temukan. Akan tetapi dengan penuh keyakinan (Haqul
Yaqin) penelitian yang hendak dilakukan oleh penyusun berbeda dengan
karya tulis yang lain.

E. Kerangka Teoritik
1. Sistem Hukum

Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus

menerus, dimulai dari yang abstrak, menuju hukum yang positif, dan

seterusnya sampai menjadi nyata. Semua Norma merupakan satu
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kesatuan dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu Norma

ditentukan oleh Norma yang paling tinggi tingkatannya. Hans Kelsen

mengatakan bahwa urutan Norma itu dimulai dari GrundNorm ke

GeneralleNorm, kemudian dipositifkan. Setelah itu akan menjadi nyata

(ConcreteNorm).*® Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi

dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat organis atau sosial™.

Lawrence Friedman membagi Sistem Hukum dalam tiga
komponen penting, yakni:®

1. Substansi Hukum (Substance rule of the law) tersusun dari
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana
institusi-institusi itu harus berlaku, yang di dalamnya mencakup
hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, baik yang hukum
materil maupun hukum formil.

2. Struktur Hukum (Structure of the law) adalah salah satu dasar dan
elemen nyata dari sistem hukum. Struktur hukum melingkupi:
Pranata hukum, Aparatur hukum dan Sistem penegak hukum.
Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara
tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, dimana
pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih
rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis

pengadilan.

% Ni’matul Huda, 2016, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan
Perundang-undangan, vol 13, No 1, him 30.

9 Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif ilmu sosial, Bandung: Nusa
media, him 6.

% 1bid., him 15-17.
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3. Budaya Hukum (Legal Culture) adalah elemen sikap dan nilai sosial,
serta kekuatan-kekuatan sosial yang terus menerus menggerakkan
hukum.

Friedman mengkaji sistem hukum sebagai suatu proses yang
dimulai dengan lembaran-lembaran kertas, permohonan yang diajukan ke
pengadilan. Berikutnya pengadilan, stafnya dan pihak-pihak yang terlibat
mulai memproses bahan-bahan yang masuk. Para hakim dan petugas
mengerjakan bahan-bahan mentah itu dengan cara yang sistematis.
Berikutnya pengadilan menghasilkan output suatu putusan atau
ketetapan.?

Sementara dalam Islam terdapat sebuah kaidah fikih:

225, alal) dalad) Lo denia dalad) daliadll

“Kemashlahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas
kemashlahatan yang khusus”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa suat kebijaksanaan, Keputusan,
peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang
ditetapkan pada suat waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti
oleh pemegang kekuasaan, pemerintah (wulat al-amr). Perubahan perlu
apabila ia tidak relevan lagi dengan realpolitic sebab perubahan zaman,
tempat, situasi dan kultur dengan suat peraturan dan undang-undang yang

lebih sesuai dengan waktu terakhir. Perubahan yang dimaksud harus

2! Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif ilmu sosial........... him 13.
2 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014, him 20.
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berorientasi pada nilai-nilai jati diri dan kemanusiaan. Muatannya tidak
bertentangan secara substansial dengan nash-nash syariat yang bersifat
universal pada setiap zaman dan tempat. Juga ia harus bersifat transparan,
sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang dihadapi, dan
mampu menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya,
ekonomi dan politik untuk mewujudkan kemashlahatan umat.”® Dalam hal
ini, adalah peran BPCB Yogyakarta dalam mengimplementasikan
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 semestinya harus sesuai dengan
kaidah fikih tersebut, agar kemashlahatan umum dapat terakomodir dan
berjalan sesuai dengan nash syariat.
F. Metode Penelitian
Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan
penelitian, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (Field Research), dalam penelitian ini data
atau sumber yang diperoleh berasal dari Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta dan Taman Sari diposisikan sebagai data primer.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang cagar
budaya, teori hukum, teori budaya serta peraturan-peraturan terkait.
Penulis akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang

lingkup dan identifikasi masalah yang bertujuan untuk mengetahui

% Suyuthi Pulungan, Figh Sisayah Ajaran, Sejarah, Dan pemikiran, ( Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1999, him 37.
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2.

Peran yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta dalam pelestarian situs Cagar Budaya Taman Sari.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian

yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala,
peristiwa, dan Kkejadian yang sedang terjadi. Seperti halnya
menguraikan tentang implementasi Permendikbud No.30 Tahun 2015
oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta dan mendeskripsikan
gambaran umum Kawasan Taman Sari dan Kantor BPCB Yogyakarta
yang menjadi tempat penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap
data-data yang didapat untuk memudahkan peneliti menarik
kesimpulan.

Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kampung Taman, Kecamatan Keraton

Kota Yogyakarta. Di dalam kompleks Keraton Yogyakarta, tepatnya

di sebelah barat dan selatan atau sebelah selatan Pasar Ngasem. Juga

di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta,

tepatnya berada di jIn. Yogya-Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman,

Yogyakarta. Adapun pengambilan lokasi ini dikarenakan: Pertama,

Taman Sari merupakan ranah ke-wenangan yang dimiliki oleh Balai

Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta yang diamanati secara

langsung oleh Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor

30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian
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Cagar Budaya. Kedua, Penulis sangat tertarik dengan situs warisan
budaya Taman Sari, sebab Taman Sari merupakan bangunan cagar
budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep
Normatif atau peraturan Perundang-undangan yaitu Permendikbud
Nomor 30 Tahun 2015. Sedangkan empiris adalah mengkaji pada
kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya di kawasan Cagar
Budaya Taman Sari.
4, Teknik Pengumpulan Data
Metode pendekatan merupakan langkah penting dalam
menyusun sebuah penelitian, yakni berfungsi sebagai metode analisis
terhadap hasil penelitian. Pada umumnya dapat dibedakan antara data
primer dan data sekunder.
a. Data Primer (Observasi dan Wawancara)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian
manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat
bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga,
penciuman, mulut dan kulit.** Sedangkan, wawancara adalah

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

% Bungin, Burhan, 2001, Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan
Kualitatif, HIm 142,

18



cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan responden atau orang yang diwawancarai.”®

Penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara
kepada:
1. Penyusun memulai observasi dengan mengunjungi dan
mengamati cagar budaya Taman Sari.
2. Penyusun melakukan wawancara dengan Ibu Ni Luh Nyoman.
R, selaku Kepala Unit Kraton dan Kotagede, BPCB Yogyakarta.
3. Penyusun melakukan wawancara dengan Bpk. Dendi Eka. HS,
SH., selaku Kepala Unit Kerja Penyelamatan dan Pengamanan,
BPCB Yogyakarta.

Selain itu, peneliti juga menggunakan peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta.

b. Data Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjadi referensi
dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sperti
buku, literatur dan karya tulis yang berkaitan dengan pokok-
pokok perumusan masalah penelitian.

c. Data Tersier

% pid., him 133.
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Yaitu bahan-bahan referensi lain yang secara spesifik
berkaitan dengan hukum yang dapat menjadi referensi dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data sekunder,
antara lain Kamus dan Encyclopedia.

5. . Analisis data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pola deskriptif analitis. Penelitian
kualitatif ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analitis, yaitu dinyatakan oleh responden, baik
secara lisan maupun tulisan, dan juga perilaku yang diamati,
diteliti, dan dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan
penelitian dengan baik.
G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan penulis dalam menyusun dan menulis hasil
penelitian ini maka, pembahasan penelitian ini akan di sistematika menjadi
lima bab yang mana akan berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki
bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul,
halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian,
halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman

daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.
Bab Pertama, Pendahuluan sebagai acuan skripsi keseluruhan. Bab

ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan
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kegunaan Penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, Metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Bab ini berisi teori yang akan digunakan untuk mengkaji
kasus yang akan dijadikan bahan penelitian, yakni Sistem Hukum.
Penyusun juga akan memetakan mulai dari definisi dan aspek-aspek yang
berkaitan dengan teori.

Bab ketiga, Bab ini berisi tentang Peran Balai Pelestarian Cagar
Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam Melestarikan Warisan Budaya Taman
Sari. Penyusun juga akan menyampaikan macam-macam kawasan cagar
budaya di Yogyakarta. Dan juga gambaran umum Taman Sari Yogyakarta.
Gambaran umum Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tugas. Serta landasan hukum
pelestarian cagar budaya.

Bab Keempat, Analisis penyusun atas obyek pada penelitian ini,
yaitu bagaimana teori sistem hukum mengkaji implementasi
Permendikbud Nomor 30 tahun 2015 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta dalam upaya pelestarian Cagar Budaya Taman Sari.

Bab Kelima, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian
pembahasan tentang Pelestarian cagar budaya yang telah dijabarkan pada
bab sebelumnya dan juga berisi tentang saran-saran bisa menjadi
rekomendasi bagi pihak terkait dan sumbangsih gagasan pemikiran guna
evaluasi dan perbaikan dalam hal pelestarian cagar budaya yang ada di

Yogyakarta khususnya dan di Indonesia tercinta pada umumnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya, mengenai peran yang
dilakukan oleh BPCB Yogyakarta dalam menerapkan Permendikbud Nomor
30 Tahun 2015, jika dikaji melalui Nomokrasi Islam dan Sistem Hukum
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam pandangan struktur hukum BPCB Yogyakarta telah
mempunyai itikad baik dalam proses penerapan Permendikbud Nomor 30
Tahun 2015. Hanya saja, belum berjalan maksimal karena diperlukan upaya
koordinasi dari setiap lembaga terkait guna mencapai kepastian hukum yang
berintikan keadilan.

Kedua, melalui penelitian ini, penyusun menemukan beberapa poin
program kerja yang dilakukan oleh BPCB Yogyakarta dalam melestarikan
Taman Sari, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Permendikbud
Nomor 30 Tahun 2015, yaitu:

1. BPCB Yogyakarta telah melakukan pemeliharaan situs Taman Sari

2. BPCB Yogyakarta telah melaksanakan pengembangan situs Taman
Sari

3. BPCB Yogyakarta telah melaksanakan pemanfaatan situs Taman Sari

4. BPCB Yogyakarta telah melaksanakan program dokumentasi dan

publikasi situs Taman Sari.
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5. BPCB melalui program kerjanya telah berhasil mengakomodir
hunian masyarakat di sekitar bangunan Taman Sari. Dengan kata lain bahwa
prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam kaidah fikih yang tergolong
dalam kemashlahatan khusus telah terpenuhi.

Namun, penyusun belum menemukan kinerja konkret dalam poin upaya
melaksanakan penyelamatan dan pengamanan situs Taman Sari dari ancaman
pemukiman pendudukan. Sehingga menurut kaidah fikih yang tergolong

menjadi kemashlahatan umum belum terlaksanakan dengan baik dan optimal.

B. Saran

1. Harapan yang paling substansial adalah agar BPCB Yogyakarta dapat
mengevaluasi kembali kinerja yang dilakukan dalam upaya konservasi
situs cagar budaya Taman Sari sesuai dengan dasar hukum Permendikbud
Nomor 30 Tahun 2015. Sehingga dimungkinkan dapat meredam semakin
banyaknya pemukiman penduduk yang menggusur bangunan Taman Sari.

2. Harapan selanjutnya adalah agar BPCB Yogyakarta mampu meningkatkan
pola koordinasi yang baik dengan unit perangkat kerja yang lain dalam
upaya pelestarian bangunan cagar budaya Taman Sari.

3. Diharapkan BPCB Yogyakarta mempunyai terobosan program kerja yang
baik dalam hal mengakomodir pemukiman penduduk yang sudah terlanjur
menggusur nilai-nilai sejarah dan bangunan cagar budaya Taman Sari

Yogyakarta.
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